
PENCABUTAN KEWENANGAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI MENGENAI SENGKETA PILKADA 

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NO.97/PUU-XI/2013) 

 
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat 

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) 

Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

ROSIATUL JANANI 

NIM: 151200417 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SULTAN MAULANA HASAUDDIN BANTEN 

2019 M/1440 H 



PENCABUTAN KEWENANGAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI MENGENAI SENGKETA PILKADA 

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NO. 97/PUU-XI/2013) 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat 

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) 

Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

ROSIATUL JANANI 

NIM: 151200417 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SULTAN MAULANA HASAUDDIN BANTEN 

2019 M/1440 H 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 

sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiyah saya pribadi. 

Adapun, tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai 

dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya tulis 

ilmiyah. 

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh 

isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme, saya bersedia 

untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya 

terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Serang, 10 Juni 2019 

 

 

 

 

Rosiatul Janani 

NIM:151200417 

  



ABSTRAK 

 
Nama: Rosiatul Janani, NIM:151200417, Judul Skripsi: Pencabutan Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahakamah 
Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013). 
 

Tatkala pilkada dinyatakan sebagai bagian dari rezim hukum pemilu 
berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, maka 
wewenang untuk mengadili sengketa pilkada adalah domain Mahkamah Konstitusi. 
Namun, pada tahun 2013 terdapat gugatan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan 
UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemilihan 
umum hanya untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, serta DPRD. 
Pun dalam Pasal 24C ayat (1) yang Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk 
menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kemudian hakim Mahkamah 
Konstitusi mengeluarkan keputusan dalam putusan No. No. 97/PUU-XI/2013. Namun, 
hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan mana 
yang cocok untuk mengadili sengketa hasil pilkada. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hukum 
Hakim Konstitusi perihal pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai 
sengketa pilkada dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013? Dan 2. Bagaimana akibat 
hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/013?.  

Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk menjelaskan Pertimbangan Hukum 
Hakim Konstitusi perihal pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai 
sengketa pilkada dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013. Dan 2. Untuk mengetahui 
Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/013.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Statute 
Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hukum majelis 
hakim menyatakan bahwa original intent pembentukan Mahkamah Konstitusi yang 
termuat dalam amanat UUD 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) tidak memberikan 
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil pilkada. 
Bab Pemilihan Umum terutama dalam Pasal 22E UUD 1945 juga tidak menyebutkan 
pilkada masuk didalamnya. Sedangkan berbeda dengan pilkada terdapat dalam Bab 
Pemerintahan Daerah terutama dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga jelas 
bahwa pilkada termasuk dalam rezim pemerintahan daerah, maka dalam hal ini 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon 
seluruhnya dan Mahkamah Konstitusi masih berwenang mengadili sengketa hasil 
pilkada selama belum ada peradilan khusus yang menangani sengketa hasil pilkada. 
Kedua, akibat hukum adanya putusan No. 97/PUU-XI/2013 adalah dengan adanya 
putusan tersebut maka yang kemudian muncul permaslahan adalah peradilan mana 
yang cocok untuk sengketa hasil pilkada. Maka harus segera dibenahi jika memang 
selamanya maka yang harus dilakukan adalah amandemen ke 5 UUD 1945, namun 
jika tidak ada tindakan untuk amandemen maka langkah yang harus dilakukan adalah 
untuk segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai peradilan mana yang 
relevan untuk sengekta hasil pilkada. 
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MOTTO 

 

َرَ مَ ىَا ل َل َوَ أ َوَ َلَ ىَ سَ ىاَالرَ عَ يَ طَ أ َوَ َالل َاَىعَ يَ طَ اَأ َىَ ن َامَ ءَ َنَ يَ ذَ ل َاَاه َيُّأ َي َ

َمَ ت َنَ كَ َنَ إ ََلَ ىَ سَ الرَ وَ َىَالل َل إَ ََه َوَ دَُّرَ ف ََءَ يَ شَ َيَ ف ََمَ ت َعَ ازَ ن َت ََنَ ئ َ.َف َمَ كَ نَ مَ 

َيَ وَ أ َت ََنَ سَ حَ أ َوَ َرَ يَ خَ َكَ ال َ,َذَ رَ خَ ال  ََمَ ىَ ي َالَ وَ َالل َب ََنَ ىَ ن َمَ ؤَ ت َ َل   

“Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, 

dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat 

mengenai suatu hal, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul 

(Sunnah). Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik 

akibatnya”. (Q.S An-Nisa (4:59)) 
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